
PIiIt A'I'l t It*\ N DAIiILr\I{ I,i r\Il U I'A I'IiN I(AIIANGANYAII
S TALruN Z.co2,NOMOR

. fENTAI {G

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG I\4AHA ESA

BUPATI KAR.ANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab rnaka Pemerintah lGbupaten
mendapatkan pelir,npahan boberapa kewonangan urusan di
bidang pemerintahan khususnya lzln Indushi, oloh karenanya
perlu penyesuaiarr dalam pelaksanaan;

b. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkombangnya kogiatan
industri di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerlntah Daerah
perlu melakukan pembinaan dan pengawasan sasual dengan
kewenangannya, oleh karena itr.r perlu mrangahrr lzln Usaha
lndustri dan rnenetapkan rotribusinya;

c. balrwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Poraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13'l-ahun '1950 tentang Pembenfukan
Daerah-daerah lGbupaten dalam Llngkungan Proplnsl Jawa
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahurr 19&1 tontang Perindustrian
( Lombaran Negara Republik lndonesla Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3274);

3. Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang PaJak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran l.logara Republik Indonesla
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nogara Republlk
Indonesla Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia '[ahun 

2000 lrlomor 248 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 te ntang Pemerintahan
Dar3rah (Lernbararr Negara Republik lndonesla Tahun 1999
lrlomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenarrgan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lombaran Negara Repubiik Indonesla'Tahun 1986
Nornor 23, Tambahan Lembaran Ndgara Rspubllk fndonesla
l'lomor 3330 );



Peraturan Femorintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang ReFlbusl
LJrrerih (l-embaran irlog;rra Republik lnclonosia Tahun 2OO1
Nomcr 119, Tambahan t-embaran Negara Republ ik Indonesla
Nomor 4139 ) :
Keputusan Presrclen l\lorn<li' 96 'lahun '1998 tentang Oaftar
atau Bidang Usaha yang Tedutup Bagi Penanaman [4odal;
Keputusen Presiden Nomor 44 Ta.hun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Llndang-undang, Ra-nr:angan Peraturan
Perneriritah rJair RarrcanEan licl:i i 'tusarr Prersiden (Lembaran
Negara Republik lnConesia Terhun 19.99 Nonror 70 );

9. Keputusan Morrtori i)alanr Negeli frlornor 1'14 Tahun 1997
tentang Pedonran'Fata Cara Pomungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputu:;an Menteri Dalam Negeri lriomor 175'fahun 1997
tentang Tata Cara Perneriksaan cli bidang Retribusi Daerah ;

11, Surat Keputuserr Menteri F'erindustrian Nonror 250 / lt{ / SK I
10 11994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pongendalian
Dampak Terha.dap Lingkungan Hidup pada SeKor lndustri;

12. Surat Keputusan Menteri PerinCustrlan I'lomor 1.48 / M / SK / 7/
1995 Tentang Ponetapan Jr:nis dan Komoditi Industri yang
Proses ProCuksirrya Tidak Merusak ataupun Menrba.hayakan
Lingkungan serta tidak Monggurrakan Sumber Daya Alam
secara Borlobihan;

13. Surat Keputusarr Menteri Perindustrlan dan Perdagangan
Nomor 254/MPP/KEP(7|1997 tentang Kriteria Industri K.ecil dl
[-ingkungan Dopartomen Perindustrian dan Perdagangan;

14. Keputusan Monteri Perindusirian d;rn Perrdagangan Nomor
590/M P P/lG P/1 0/'1 999 Jo Nomor 2331 MPP lKep/6/2000 tentan g
Ketentuan dan'Tata Cara Femberian lzin Usaha Industri , lzin
l5erluasan Can Tancia Dafta; lr.dustri:

15. Keputusan Mentcri Pei'industrian dan Perdagangan Nomor
78/MPP/KEP|3|2OA1 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Minlrnal ( PSPM ) BiCang Perindustrian dan Pordagangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Karanganygr
Nomor 7 Tahun 1990 tontarrg Penyidik Pegawai Negeri Sipil D
Llngkungan Pemerintah Daorah Kabupaton Daorah Tingkat ll
Karanganyar (L.embaran Daerah Tafrr.rn 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWA N PERWAKILAhI RAKYAT DAE RAH I(ABU FATF. I.I I(ARAI,IGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

6.

t ,

B.



F

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dirnaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanarnan
Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;

e. Pejab:t adalah pegawai yang diberi tugas tortontu dibldang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang borlaku;

f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaton Karangernyar;
g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mongolah bahan mentah, bahan baku,

barang setengalr jadi, dan atau barang jadi mordadi barang dongan nilai yang
lebih tinggi untttk penggunaannya, ternnasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri ;

h. Badan adalah bentuk badan usalra yang mcliputi perseroan terbatas,
perseroan komoditer, p€rseroan lalnnya, badan usaha rnilii< negara/daeralr
dengan nar'1a dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, finna, kongsi,
koperasi, yayasan / organisasi yang sojenis, lenbaga dana ponsiun, bontuk
usaha tetap serta benfik badan usaha lalnnya;

i. Perusahaan lndustrl adalah badan usaha yang r,relakukan kegiatan dibldang
usaha industri;

j. Investasi adalah Investasi lndustri yang rneliputi seluruh kekayaan
perusahaan yang berupa modal kerja dan moc,lal tetap kecuali tanah dan
bangunan;

k. fanda Da'ftar Industri yang selanjutnya disebut TDI yang diberikan
kepada perrtsahaan industri kecil dengan investasi sampal dengan
Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah );

L lzin Prlnsip adalalr izin yarrg diberikan kopada perusahaan lnclustri yang akan,
mendirikan industri dengan investasi di atas Rp 20O.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan merupakart rekomendasi balrwa komoditi yang akan
diproduksl nrasih terbuka untuk investasi;

m. lzin Usaha Industri yang solanjutnya disebut lUl adalah izin tetap usaha
industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah melnperoleh
izin prinsip

n. lzin Perluasan adalalr izin yang diborikan kepada perusahaarr industri pemllik
TDI maupun lUl yang akan nremperluas kapasitas produksinya sebesar leblh
dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi somula sesuai T'Dl / lul
yang dimili ld:

o. Retribusl lzln Industri yang selanJutnya dlslngkat Retribusl adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Industri yang
rdiberikan oleh Kepala Dinas;



p. Regisb'asi adalah kewajiban pemegang lzin Industri untuk mendaftarkan rilang
nerusahaannyq ;e!i{p 5 ( l ima ) tahun sekali;

q. 3urat l(etetapan Retribusi Daerah yarrg selanjutnya clisingltat SKRD adalah
Surat Keputusan yang rnenentultarr besarnya jurnlan retriFrusi yang torutang;

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjrrtrrya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi clarr atau sanksi adrninistrasi berupa
bunga dan atau denda.

BAB I!

PERIZ!T.JN}!

Pasal 2

S.etiap orang pribadi atatt badan yang rnendirikan industri wajib memiliki lzin
lnd[rstri dari Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) lzin Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah irri meiipuii :
a. TDI untuk Industri dengarr nilai investasi Rp, 5.000.000,00 (lima juta

rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
b. lzirr Prinsip untuk lrrdustri dongan nilai investasi diatas

Rp. 200.0')0.000,00 (dua ratus juia rupiah)
c, lUi untuk industri yarrg siap berpt'oduksi komersial dengan nilai inveshsi

diatas Rp. 200.000.C10C1,00 (dua ratus juta rupiair)

(2) Unttrk mamperoleh lLil sebragairnana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal inl
harus rnolalui tairirp lz!'- ' P;lirsiir

(3) Bagi Porusahaan industri yang telah memiliki lzin lndustri sebagaimana
dirnak:;ud ayat (' l) Pasal ini yanf, memperluas i<apr6sitas produksinya lebih
dari 30 % (tiga pu[rh persen) dari kapasitas senrula vrajib merrgajukan lzin
Perluasan

(4) Tala cara dan pers;,ara:l:rt pongajuan por;nolronan lzin Industri diatur lebih
lanjut oleh Eupati .

Pasal 4

(1) lzin Industri sebagaimana dimirksud ayat (1) Pasal 3 hurrf a dan c Peraturan
Daerah ini borlaku selanra Porusahaan Indusiri yang bersanglcutan masih
berproduksi dan rvaiib dilakukan daftar ularrg setiap 5 (lima) tahun sokali.

(2) ,\pabila terjadi perubahan l*lama Perusahaan dan atau Komisaris
Perusahaan, maka lzin Llsaha lndustri yarrg diborikarr lrarus dilakukan bafik
nama.

(3) Apebila terfadi p,erubahan alarnat perusahaan, maka lUi yang telah diborikan
harus di lakukan peruhahan.

(4) Bagi pomegang tzin lndustri yang akan monga.rbah komoditinya waJib
mengajukan izin baru.



BAB II I

NAMA , OBJEK DATV SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Dengatr nama'n.triUrri lzin Inclustri clipungrrt pombayararr atas setiap
pelayarran pemberian lzin lndustri.

(2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian lzin Prinsip, lUl, lzln Perluasan,
lzin Balik Nama, Penggantlan atas lzin Industri karena hilang dan rusak, dan
lzin Perrubahan.

(3) Subjok Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan 'yang memperoleh
pela'7anan lzin Industri.

(4) Wajib Retrlbusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung Jawab
atas pernbayaian Retribusi lzin Industri.

Pasal 6

Setiap usaher industri yang pembinaannya di luar kewelrangan Dinas, pemborlan
lzin industri setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dlnas.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sobagaimana dinraksud Pasal 5 ayat (1) Poraturan Daeralr Inl ternasuk
golongan Retribusi Perizlnan Tertentu.

BAB V

ARA MENGUKT- t':::r PENeouhrAAN JASA

Tingkat penggunaan Jasa retribusi lzin Industri sebagairnana dinaksud Pasal 5
ayat (1) Peraturan Daerah inl berdasarkan nilai investasi dan Jenls izln yang
diborikan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DA^N BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal I

Prinsip Penetap,an tarip retribusl izln lndustri adalah untuk momperoleh
Pendapatan dengan metnpertimbangkan biaya pembinaan. psrrgav/asan dan
pengenda[arr.



Pasal 10

Struktur dan Uesainy.t"rip Retribusi ditetapkan sebagai beirikut :

a. lzin Prlnslp Industri dikenakan Retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma lima
p,armil) dari nilai investasi.

b. h in Usaha Industri dikenakan retribusi sebesar 1 o/oo (salu permil) darl nilai
investasi.

c. lzln Porluasan lndustri dikenakan rotribusi sebesar 'l o/oo (satu permll) dari
nilai invostasi perluasan

d. Regishasl ( daftar ulang ) dikenakan retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma
lima permiD dari nilai investasi.

e. Beaya Balik Nama dikenakan Retrlbusl sobesar 1 o/oo (satu permil) dat{ nllal
investasi.

f. Ponggantian lr:in Usaha tndustri karana hilang atau rusak dikenakan Ret'ibusi
sebesar 10 oh ( sepuluh porsen) dari retribusi semula.

BAB VI I

WI!-AYAH PEMUNGUTAN

Pasal  11

Retribusi terhutang drpungut di wilayah Daerah.

BAB VI I I

SA.AT RET Ri BUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retrihusi terhr.rtang adalatr pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemurrgutan Retribusi tidalt dapat diborongkan

(2) Retrlbusl dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumett laln yang
dipersamakan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal Iniditetapkan
oleh Bupati.



BAB X

. SANKSIADMINI$TRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kuranrg
nrembayar dikenakan senksi admirristrasi benrpa bunga sebesar 2 o,5 ( dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan monggunakan STRD .

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Kepala Dinas menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
retribusi trerutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
sosuai waktu yang ditentukan dengan rnenggunakan SKRD atau SKRD
Jabatan dan SKRD Tarnbahan atau dokumen laln yang dipersamakarr.

(3) Dalanr hal pembayaran dilakukan di tempat laln yang ditunjuk, maka hasil
penerirnaan retribusi harus disetor ke lGs Daerah selambat lambatnya I kali'24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati .

(a) Apabila pombayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini, maka dikenakan sanksl
adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 0,6 (dua persen) dengan menerbitkan
STRD.

Pasal 16

(1) Pembayaran Rotribusl harus dilakukan secara tunai.
(2) Kepala Dinas,dapat memberi izin kepada Waiib Retribusi untuk m€ngangsur

rqkibusl terutang dalam jangka waKu tertentu.

(3) Tata cara pembayaran rotribusi sebagairnana dimaksud ayat (2) Pasal Inl
ditertapkan oleh Bupati .

(4) Kepala Dinas dapat mengijinkan Wajib Ratribusi untuk rnenurrda pembayaran
rdtrlb'usl sampai batas v,'aktu tertentu dorrgan alasan yng dapat dipertanggung
j;rwabkan.

Pasa! 17

Pembayaran r€tribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan
daerah ini, diberilcan tanda bukti pembayaran.

Bentuk dan isitanda bukti petnbayaran clitotapkan olel', Bupati.

(1 )

\ 4 /



tsAEI XII

TATA CARI\ PE'{AGIFIAN

Pasa l  1B

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal t indal<an penagihan
di lceluarkan 7 ( tu juh) har i  se. iak,ratuh iornpo pembayaran,

(2) Daiam jangt<a rvclitu 7 (tujuh) hari setolah tanggal surat toguran atau
peringatan \A/ajih Fietribusi harr.rs rn el unasj retribusi yang terutang.

(3) Surat tegura:r atau peringatan diamksud ayrat (1) ctitetapkan oleh Kepafa'D inas .

[3AEi Xltl

TATA C ARA P E NJ G l, RI\NGAN, KE ltl N CANAN lJAt'l plFtrli [38 BA$I\N
RETRIBUSI

Fasal  19

(1) Bupati Capat memberil<an pengurangan, koringtrnan atau pemL''ebasan
retribusi.

(2) Tata cara pamberian penguranqan, kerinoanan ali,ru pemb".,hasan retribusi
dmal<surl ayat (1) Pasal irri ditetapl<alr clch Brrpa'i i .

rJAB XIV

KETEI{T'IJAIV PIDANA

Pasal 20

(1) Pet'usahaan lncjrrstri rTang tidak merniliki hin Industri tlan dengan sengaja tidak
melaporkan informasi inCustri atau iaporan industri sesuai ketentuan yang
berlaku dapat dipidana ktrrtrngan selanra ?amonya 5 (cnam) bulan atar.r denda
sebanyak-hanyaknya Rp 5.0C0.000,00 (linra juta rupiah).

(2) Wajib Rotrihusi yang tidak nnelaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya 4 l<ali jumlah retribusi torr$ang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayai (1) dan (2) Pasal ini adalah
pelangglara.an

E]AB XV

. 
PENYIDII(AN

l:'asal 21

(1) Pejabat pegawal negeri slpil tertentu dilingkungarr Pemerlntah Daerah diberl
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah,



(2) Wowenang penyidik sebagaimana dinraksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Menerityla , mencari , mengumpulkan dan meneliti ketorarrgan atau laporan

berl<enaan Cleir$an tindak pldana dlbidang retribusi daorah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas.

b. Meneliti , mencat'i dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebonaran perbuatan yang dilal<ulcan sehubungarr
dengan tindak pidana retribusi daorah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang rotrib.usi daerah.

d. Merneriksa buku.buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berlcenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakultan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan ,
pencatatan dan dokttmen-dokumen lain , serta rnelakukan penyitaarr
terhadapr barang buFti tersebrl.

f, Merninta bantuan'tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah. ;:

g, Menyuruh berhenti , melarang seseorang rneninggalkarr ruangan atau
ternpat pada saat pemeriksaan seclang berlangsung dan rnemeriksa
identitas orang dan atau dol<urnen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada fruruf e ayat ini ,

h. ltlemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusl daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keteranganrrya dan diperiksa sebagai'

tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan Tindalcan lain yang perlu untuk kelarrcaran penyidikan tindal<

pldana dibidang retribusi daerah menurut hultum ydng dapat
d i pe rtang gu n gjawa bka n.

(3) Penyidik se:bagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan Inenyampaikarr frasil penyidikannya kepada
perruntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nonror 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALII4AN

Pasal 22

lzin Industri yang telah dimillki pada saat ditetapkanrrya Peraturan Daerah inltetap
berlaku dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulaug berdasilrkan Peraturan
Daerah ini.

BAB XVII

KETENTI.'AN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.



Pasal 24

Peraturan Daorah ini rnulai'berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengttndangan
Peraturan Daeralr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Kabupaten Karanganyar.

Ditotapkan di Karang?frY.dr ^ ̂ nn
Pada tanggal 1'l P^t 

7uu^

NGANTAR

KaranganYar
17 Xtn^ i  

2  oo  2

AERAII

LEMB ARAN DAERAII II*}UP ATEN KARA]{GANYAR

TAHTIN 2oo2 NOMOR *3 sE',RI c ,5

o#R
i lerE



p E RAru RA* oo= *iFlu'lf; bf,3lTr r Kr\RANs AN'AR
: . , - .  NOMOR Y TAHUN2002

I

TENTANG

RETRIBUSI IZIN INDUSTP.I

I. PEN.'EI.ASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daorah dan Undang-undang Nornor 18 

'fahun 
1997 juncto

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeralr,
yang diporoleh antara lain dari F.etibusi lzln Industri.

:
Mengingat seKor industri di Kabupatern Karanganyar selama inl mampu

memberikan sumbangan terbesar dalam penrbentukan PDRB Kabupaten
Karanganyar, maka seKor industri selain sebagai penggerak rod-a
perekonomian Kabupaten Karanganyar, juga dinarapkan membsrikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi lzin Industrl.

Untuk memberikan dasar hukum Retribusl lzin Industri perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELAS/\N UMUM.

: Cukup jolas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Yang dlmaksud dengan masih berproduks! adalah tidak
dalam satatus likuidasi.

: Cukup jelas.
: Usaha lndustri yang di luar keu'€nangan Dinas berdasarkan
Peraturan Pemerlntah Nomor 17 Tahun 1986 yang
mengatur tentang beberapa Jenis industrl yang kewenangan
pernbinaannya tidak berada pada Departemen
Perindustrian antara lain :

A. Kewenangan Menteri Pertanrbangan dan Energi :
1. Penyulingan Minyak Bumi. ,j
2. Pencairan gas alam.
3. Pengolahan bahan galian bukan logam tertentu.
4. Pengolahan biJih tinrah menJadi ingot timah.
5. Pengolahan bijih tembaga.
6. Pengolahan bauxite.
7. Pengolahan bahan galian loganr mulla.
8. Pengolal'ran bijih nikel,
9. Pengolahan bijih logam mulia.

Pasal 1
Pasal2
Pasal 3
Pasal 4 ayat (1)

Pasal 5
Pasal 6
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Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 1 1
Pasal 12
Pasa! 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
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B. Kewenangan Menteri Pertanian :
1. Gula pasir dari  tebu.
2. Ekstrasi kelapa sawit.
3. Penggili lrgan padi dan penyosohan boras.
4. Pengolahan lkan di laut.
5. Teh hitam dan teh hijau.
6. Vaksin, serum, dan bahan-bahan diagnostika biologis

untuk hewan.
C. Kewenangan Mentori Kesehatan :

Industri bahan obaf dan obat jadi, termasuk obat asli
lndonesla (arnu).

Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jelas. "i'l
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jolas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.


